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A. Pendahuluan 

Kontroversi yang terjadi seputar 
kehadiran R UU Anti  Pornografi dan 
Pornoaksi (R UU APP) akhir-akhir ini, 
tampaknya sudah mengarah kepada 
munculnya fenomena sikap apriori yang 
"tidak sehat" lagi. Di tengah realitas 
kehidupan mas yarakat, kita bisa melihat 
bahwa antara kelompok yang pro - dengan yang kontra sudah mulai 

"berhadapan" dengan saling 
mengembangkan berbagai macam issue 
berbasis SARA yang potensial 
melahirkan "konfrontasi agama", 
"benturan horizontal", "ancaman 
disintegrasi bangsa" dan lain sebagainya.' 

Bertolak dari realitas tentang 
kontroversi tajam terhadap RUU APP 
yang cenderung apriori di atas, maka 
sudah semestinya jika diskusi yang 

' Perhatikan pernyataan sejumlah tokoh beberapa waktu yang lalu seperti Gunawan Muhammad 
tentang Arabisasi Indonesia (Koran Tempo, edisi 8 Meret 2006), mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung 
dan mantan Presiden Megawati Sukarnoputri tentang marginalisasi / de-eksistensi budaya (Kompas, 
edisi 4 Maret 2006), dan tokoh-tokoh pemerintahan, adat, agama, cendekiawan dan seniman Bali (seperti 
Gubemur I Made Dewa Bratha, Wayan P. Windya, I Made Bandem, Cokorda Sawitri, dan lain-lain) 
yang mengatasnamakan masyarakat menyatakan menolak keras tanpa kompromi terhadap RUU APP 
dengan disertai ancaman jika RUU tersebut disahkan, Bali akan memisahkan diri dari NKRI. Dan 
yang paling mengecewakan adalah statement Butet Kartaradjasa tanggal 22 April 2006 lalu saat 
diwawancarai sebuah stasiun televisi swama di tengah aksi demo menolak R U U  APP oleh Aliansi 
Bhinneka Tungal  Ika. Dia meqatakan bahwa orang-orang yang ada dibalik R U U  APP atau bersikap 
mendukungnya adalah orang-orang dungu, to101 dan tidak mengerti permasalahan moral serta 
proporsionalitas pengaturannya. 
Sebaliknya di kalangan kelompok masyarakat yang pro, tidak kalah keras pula pernyataan ataupun 
sikap dari para tokohnya. Irfan S. Awwas dari Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) misalnya, menilai 
bahwa penolakan RUU APP hakekatnya merupakan penolakan terhadap moral syari'at Islam. Itu 
berarci ada proklamasi perang terbuka terhadap Islam. Oleh karenanya ummat Islam hukumnya wajib 
berjihad untuk melawannya. Masyarakat Betawi yang tergabung dalam Forum Betawi Rempuk (FBR) 
bahkan terlihat lebih agresif dan radikal dengan mengancam dan berencana mengusir dari Jakarta 
terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dibalik aksi demo menolak RUU APP oleh Aliansi Bhinneka 
Tunggal Ika Sabtu, 22 April 2006 yang lalu. Ketua Pansus DPR tentang RUU APP, Balkan Kaplale, 
dalam hearing dengan LSM yang menolak RUU tersebut pada hari Jum'at 5 Mei 2006 lalu juga ikut 
"terpancing emosi" dengan menyatakan bahwa orang yang tidak setuju lahirnya RUU APP adalah 
orang yang tidak beragama (atheis?). 
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merupakan forum ilmiah ini tidak boleh 
terjebak pada "konfrontasi" antara dua 
arus yang dikotomis tersebut. Diskusi 
ini adalah bertujuan untuk memperoleh 
kontribusi pemikiran atau masukan 
guna melihat tepat tidaknya kehadiran 
R U U  APP serta sesuai tidaknya 
substansi RUU tersebut dengan prinsip- 
prinsip legislasi, hukum pidana dan 
terutama nilai-nilai ajaran Islam. Secara 
spesifik, diskusi ini akan menyorot 
kehadiran RUU APP dengan optik 
akademik, yakni menurut perspektif 
(tinjauan) hukum pidana. 

Namun patut dikemukakan di sini 
bahwa sebelum meninjau substansi 
RUU APP dari segi hukum pidana 
tersebut, tampaknya relevan bahkan 
urgen jika pembahasan diarahkan 
terlebih dulu pada upaya untuk 
memperjelas dua persoalan mendasar 
yang berkembang dan muncul dalam 
polemik masyarakat selama ini. Dua 
persoalan tersebut adalah: Pertama, 
apakah kebijakan untuk menghadapi 
clan menanggulangi suatu problem sosial 
(seperti maraknya pornografi dan 
pornoaksi sekarang), memang harus 
dengan menggunakan undang-undang 
hukum pidana baru, ataukah cukup 
dengan aturan hukum lainnya yang 
sudah ada, ataukah malah cukup dengan 
mengoptimalkan peran nilai-nilai 
kaidah sosial lain seperti agama, adat 
kebiasaan, susila dan sebagainya? Kedua, 
apakah negara memang memiliki 
justifikasi (pembenar) untuk mengatur 
masalah-masalah yang bersifat moral 
individual (privacy warga) seperti prob- 
lem maraknya pornografi dan 
pornoaksi dewasa ini? 

Dalam perspektif teori tentang 
upaya-upaya untuk menanggulangi 
masalah sosial berupa kejahatan dengan 
melalui penggunaan undang-undang 
pidana, persoalan-pcrsoalan seperti di 
atas biasanya dikaji dalam suatu disiplin 
ilmu khusus yang disebut dengan 
Politik Hukum Pidana atau Kebijakan 
dalam memilih dan menetapkan suatu 
aturan Hukum Pidana. Untuk itu maka 
tulisan ini akan diawali dengan kupasan 
singkat mengenai tepat tidaknya 
kehadiran RUU APP yang mengandung 
kebijakan kriminalisasi dan penalisasi 
dilihat dari sisi politik hukum pidana 
tersebut. Kajian demikian menjadi lebih 
sipifikan karena beberapa waktu lalu 
menurut pemberitaan media (antara lain 
Jawa Pos, edisi Selasa, 14 Maret 2006), 
disinyalir bahwa Panitia Khusus DPR 
yang benugas membahas RUU APP, 
pernah menyiapkan suatu naskah draft 
baru berupa revisi RUU APP yang 
bei-isi penghapusan seluruh pasal yang 
terdapat dalam Bab IX (pasal57 - pasal 
90) pads draft sebelumnya. Padahal, Bab 
yang terdiri atas empat puluh tiga pasal 
tersebut justru berisi ketentuan mengenai 
konsep tindak pidana pornografi dan 
pornoaksi beserta ancaman sanksi 
pidananya. 

Terlepas dari kemungkinan karena 
adanya desakan yang cukup kuat oleh 
kelompok masyarakat penolak RUU 
APP, "kepanikan" Pansus DPR di atas 
jelas tidak beralasan sekaligus 
menunjukkan kenaifan sebuah institusi 
penghasil undang-undang. Apalagi 
rencana membuat undang-undang yang 
bersifat regulatory without sanction 
(pembuatan hukum tanpa sanksi) 










































